Mengingat

BUPATI PESISIR SELATAN,
bahwa dalam rangka memberikan kepastian huk ¢
penyelenggaraan pendidikan formal dan informal
memberikan layanan pendidikan kepada masyarakal p
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan te:rtm:lg,,
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
formal dan Informal KB AL HAFIZH;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah [ Lembaran Negara '
Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-
undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58
Tahun 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomior 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301); '
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2013 teniang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomoi
182, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndﬂmiﬁm
5463);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2&1-4,--
Pemerintahan Daerah ( Lc-mbaran Nem Republik

Tahun 2014 Nomor 244, Taml

Republik Indoneaia Nomnr 553 i




71 Ta.mh&han Igmbamnﬂegm
5410); _
Prratumn chmntah Nomnr 47 Tahun Jﬂﬁﬂ '

Numur 90, Tambahan Lembaran Negara Repub

Nomor 4863);

Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tenta
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23;
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
5103), sebagaimana telah diubah deéngan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
5155);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomeor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pinta di Bﬁi&ng
Penanaman Modal; _
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Waijib Belajar Pendid
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kehudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tent
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Penidikan. dan Kebudaysan |
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pen
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570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tent
0 Prosedur Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan |

Selatan Kabupaten Pesisic Selatan I_ .

420/ 240/ Diknas. PNF1.3/1l/Kpts-2013 Tanggal 11
2013 tentang l#in Operasional Penyelenggaraan Pen (
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI

Peraturan Bupati Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tat
Kerjin  dan  Uraian  Tugas Jabatan Struktural Dinas.
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Memperhatikan | Sural Permohonan Kepala Sekolah KB AL HAFIZH, tangsa
02 Desember 2021 perihal  tentang Permohonan zin
Operasional Penvelenggaranan  Pendidikan Formal dan
Informal.

Surat  Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Pesisir  Selatan  Nomor &
50/DPK-Sekretariat. 1/2022, Tanggal 28 Januari 2022

ing Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional KB AL,

MEMUTUSKAN
Menetaplkan

KESATU . Memberikan Perpanjangan lzin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal Kepada: i h

Mama Lembaga : KB AL HAFIZH

Jenis kegiatan Kelompok Bermain (KB )

Penyeicnggara

Lokasi




Tembusan disampaikan Kepada Yih:
1 Bapak Bupat Kabupaten Pesisir Sclatan di Painan
2 Sdr Kapala Dinas Pendidikan Dan Kebudavann Kab, Pessel di Painan

3Arsp




